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BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KAI;IMANTAN TENGAII
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TENTAVG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEEN.A DAERAII
TAIIUN ANGaARAN 2o22

DENGAN RAIIMAT TullAN FANG MAIIA rsA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang   :    a. bahwa  untuk  melaksanakan   ketentuan   Pasal   311   ayat   (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan
Daerah,   sebagaimana  telah   beberapa  kali   diubah,   terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    9    Tahun    2015    tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang    Pengelolaan
Keuangan   Daerah,    Bupati   wajib   mengajukan    Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwalrilan
Rakyat    Daerah    (DPRD)    untuk    memperoleh    persetujuan
bersana;

b.bahwa    Rancangan    Peraturan    Daerah    tentang    Anggaran
Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    (APBD)    yang    diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,  merupakan perwujudan
dari   Rencana   Kelja   Pemerintah   Daerah  Tahun   2022   yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada
hunrf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat      :     1.Pasal    18   ayat   (6)   Undang-Undang   Dasar   Negara   Repubhik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2002  tentang  Pembentukan
Kabupaten     Katingan,      Kabupaten     Seruyan,      Kabupaten
Sukamara,   Kabupaten  I+amandau,  Kabupaten  Pulang  Pisau,
Kabupaten   Gunung   Mas,    Kabupaten   Murung   Raya   dan
Kabupaten   Barito   Timur   di   Propinsi   Kalimantan   Tengah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2002  Nomor  18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

3. Undarig-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang   Keuangan
Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan
Negara (I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;



5. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (I,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6.Undang-Undang    Nomor   25   Tahun    2004    tentang    Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional     (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004    Nomor    104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah
dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan I+embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5234)   sebagaimana  telah  diubah
dengan   Undang-Undang   Nomor    15   Tahun   2019    tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan    Peraturan    Perundang-Undangan     (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagajmana telah beberapa bali diubah terakhir dengan Undang-
Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Afas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

11. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kelja
(Iiembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

12.Peraturan    Pemerintah    Nomor    109    Tahun    2000    tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana
Perimbangari (I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4575);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem
lnformasi    Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan I+embaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4576),  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 65 Tahun  2010  tentang
Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun  2005
Sistem Informasi Keuangan Daerah (I+embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan  dan  Kinelja Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2006    Nomor    25,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

16. Peraturan  Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010  tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubnk Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2017   tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar
Pelayanan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2018  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2018
Nomor  246,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5049);

20.Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Repubuk Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman   Pengelolaan   lnvestasi   Pemerintah   Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
RIasifikasi,      Kodefikasi      dan      Nomenklatur     Perencanaan
Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021  tentang
Tata  Cara   Evaluasi   Rancangan   Peraturan   Daerah  Tentang
Anggaran    Pendapatan    Dan    Belanja    Daerah,    Rancangan
Peraturan  Daerah  Tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan
Dan   Belanja  Daerah,   Rancangan  Peraturan   Kepala  Daerah
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah.  (Berifa
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman   Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah    Tahun    Anggaran    2022    (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (I.embaran
Daerah    Kabupaten    Sukamara    Tahun    2009    Nomor    4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara  Nomor   12  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah    Kabupaten    Sukamara    Tahun    2017    Nomor    12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49) ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan I,embaran Daerah Kabupaten
Sukamara   Nomor   49),   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor
6 Tahun  2016  tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten 67) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah
Kabupaten   Sukamara  Tahun  2018-2023   (Lembaran   Daerah
Kabupaten   Sukanara   Tahun   2016   Nomor   2,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64) ;

Dengan Persetutuan Bersama
DEWAN PERWAKILA)I RAKYAT DAERAII KABUPATERT SUKAMARA

dan
BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSEEN:

Menetaphan    :   PERATURAN   DAERAII   TENTANG   ANGGARAN   PENDAPATAN
DAN BEENJA DAERAII TAIIU» ANGGARAN 2022.

Paed 1

Dalaln Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1 . Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah   Daerah   adalah   Kepala   Daerah   sebagai   unsur   penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Daerah  dalam  rangka
penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan
hak dan kewajiban Daerah tersebut.

4. Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi
perencanaan,     penganggaran,     pelaksanaan,     penatausahaan,     pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

5. Dewan  Perwa]rilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah
lembaga   perwakilan   rakyat   daerah   yang   berkedudukan    sebagai   unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Bupati adalah Bupati Sukamara.
7. Urusan    Pemerintahan    Wajib    adalah    Urusan    Pemerintahan   yang   wajib

diselenggarakan oleh semua Daerah.
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8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
warga negara.

9. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah.

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

1 1. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

12. Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau
pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

13. Dana  Transfer  Umum  adalah  dana  yang  dialokasikan  dalam  APBN  kepada
Daerah  untuk  digunakan  sesuai  dengan  kewenangan  Daerah  guna  mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

14. Dana  Transfer  Khusus  adalah  dana  yang  dialokasikan  dalam  APBN  kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik
maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

15. Dana Bagi Hasil yang selanj.utnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber
dari  pendapatan  tertentu  APBN  yang  dialokasikan  kepada  Daerah  penghasil
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

16. Dana  Alokasi   Umum  yang   selanjutnya   disingkat   DAU   adalah   dana  yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi.

17. Dana  Alokasi   Khusus  yang  selanjutnya  disingkat  DAK  adalah   dana  yang
bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  Daerah  tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

18. Dana  Cadangan  adalah  dana  yang  disisihkan  untuk  mendanai  kebutuhan
pembangLman prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam
1 (satu) tahun anggaran.

19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan,  belanja,  dan Pembiayaan  serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  yang  selanjutnya  disingkat  PPAS
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat  Daerah  untuk  setiap  program  dan  kegiatan  sebagal  acuan  dalam
penyusunan rencana kelja dan anggaran satuan kelja perangkat daerah.

21. Rencana Kelja dan Anggaran Satuan Kelja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKA  SKPD  adalah  dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,  belanja,  dan
Pembiayaan  SKPD  yang  melaksanakan  fungsi  bendahara umum  daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

22. Dokumen   Pelaksanaan   Anggaran   Satuan   Kelja   Perangkat   Daerah   yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja   SKPD   atau   dokumen   yang   memuat   pendapatan,   belanja,   dan
Pembiayaan  SKPD  yang  melaksanakan  fungsi  bendahara umum  daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

23. Sisa I+ebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih
lebih  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  selama  1  (satu)  periode
anggaran.

24. Tahun Anggaran 2022 adalah nasa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
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Pasal 2

(1)  APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
(2)  APBD  Tahun  Anggaran  2022  beljumlah  Rp.696.987.087.921,OO  (Enam  ratus

sembilan puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan
puluh   tujuh   ribu   sembilan   ratus   dua   puluh   satu   rupiah),   terdiri   atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian
sebagai berikut:

a.  Pendapatan Daerah
b.  Belanja Daerah

Jumlah Surplus/ (Defisit)
c.  Pembiayaan Daerah:

1 . Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA)

Rp    633.279.317.496,00
RD    681.879.587.921.00
Rp    (48.600.270.425,00)

Rp      63.707.770.425,00
Rp       15.107.500.000.00
Rp      48.600.270.425,00

Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah daerah direncanakan sebesar Rp.  633.279.317.496,00 (Enam
ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh
belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang bersumber dari :
a.    Pendapatan Asli Daerah;
b.   Pendapatan Transfer;
c.    Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Paed 4

(1)  Pendapatan  Asli   Daerah   sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal   3   huruf  a
direncanakan sebesar terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2)  Pajak  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hunif  a  direncanakan
sebesar Rp.5.891.000.000,00 (Lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu
juta rupiah) .

(3)  Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar  Rp.2.411.807.864,00  (Dua  milyar  empat  ratus  sebelas juta  delapan
ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

(4)  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf  c  direncanakan  sebesar  Rp.11.726.286.782,OO  (Sebelas
milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu
tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

(5)  Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  Sah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.315.144.934,00 (Dua puluh satu
milyar tiga ratus  lima belas juta  seratus empat puluh  empat ribu  sembilan
ratus tiga puluh empat rupiah).
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Pasal 5

(1)  Pendapatan   Transfer   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3   huruf   b
direncanakan sebesar Rp. 581.858.287.916,00 (Lima ratus delapan puluh satu
milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh
ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2)  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 559.698.066.000,00 (Lima ratus lima puluh
sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh enam
-piah).

(3)  Pendapatan  Transfer  antar  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf b  direncanakan  sebesar  Rp.22.160.221.916,00  (Dua puluh  dua milyar
seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam
belas rupiah).

Pasal 6

Lain-lain  Pendapatan  Daerah  Yang  Sah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3
huruf c direncanakan sebesar Rp.10.076.790.000,00 (Sepuluh milyar tujuh puluh
enaln juta  tujuh  ratus  sembilan  puluh  ribu  rupiah)  yang  terdiri  atas  Lain-lain
Pendapatan.

Pasal 7

(1)  Anggaran   Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran   2022   direncanakan   sebesar
Rp.681.879.587.921,OO (Enam ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus
tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus
dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c. Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer

Rp         492.908.123.502,00
Rp         109.454.824.715,00
Rp            10.503.738.318,00
Rp           69.012.901.386,00

Paed 8

(1)  Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
sebesar  Rp.  492.908.123.502,00  ((Empat  ratus  sembilan  puluh  dua  milyar
sembilan  ratus  delapan  juta  seratus  dua  puluh  tiga  ribu  lima  ratus  dua
rupiah) , yang terdiri dari j.enis belanja:
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
b. Belanja Subsidi
c. Belanja Hibah
d. Belanja Bantuan Sosial

Rp         244.142.649.753,00
Rp        204.679.389.374,00
Rp                 800.000.000,00
Rp           36.606.624.375,00
Rp             6.679.460.000,00

(2)  Belanja Pegawai  sebagaimana dimkasud pada ayat  (1)  huruf a direncanakan
sebesar Rp. 244.142.649.753,00 (Dua ratus empat puluh empat milyar seratus
empat puluh dua juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu tu].uh ratus lima
puluh tiga rupiah).

(3)  Belanja  Barang  dan  Jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b
direncanakan sebesar Rp.  204.679.389.374,00 (Dua ratus empat milyar enam
ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga
ratus tujuh puluh empat rupiah).
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(4)  Belanja  Subsidi  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf c  direncanakan
sebesar Rp.800.000.000,OO (Delapan ratus juta rupiah).

(5)  Belanja  Hibah  sebagaimana  pada  ayat  (1)  huruf  d  direncanakan  sebesar
Rp.36.606.624.375,OO  (Tiga puluh  enam milyar enam  ratus  enam juta enam
ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

(5)  Belanja   Bantuan   Sosial   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  d
direncanakan  sebesar Rp.  6.679.460.000,00  (Enam  milyar enam ratus  tujuh
puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Fhsal 9

(1)  Anggara   Belanja   Modal   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   7   huruf  b
direncanakan  sebesar  Rp.   109.454.824.715  (Seratus  sembilan  milyar  empat
ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus
lima belas rupiah) yang terdiri atas :
a. Belanja Modal Tanah
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(2)  Belanja   Modal   Tanah   sebagaimana   dimaksud   pada

2.923.921.loo,00
14.070.605.721,00
28.625.449.482,00
63.691.386.432,00

143.461.980,00
ayat   (1)    huruf   a

direncanakan  sebesar Rp.  2.923.921.loo,00  (Dua milyar  sembilan ratus  dua
puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah).

(3)  Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf  b  direncanakan  sebesar  Rp.   14.070.605.721,00  (Empat  belas  milyar
tujuh puluh juta enam ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

(4)  Belanja Modal  Bangunan dan  Gedung sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
huruf  c  direncanakan  sebesar  Rp.  28.625.449.482,00  (Dua  puluh  delapan
milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu
empat ratus delapan puluh dua rupiah).

(5)  Belanja Modal Jalan, Jaringan,  dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf d  direncanakan  sebesar  Rp.  63.691.386.432,00  (Enam  puluh  tiga
milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam
ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

(6)  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan  sebesar  Rp.   143.461.980,00  (Seratus  empat  puluh  tiga  juta
empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah ).

Paed 10
Anggaran  Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  huruf c
direncanakan  sebesar Rp.10.503.738.318,00  (Sepuluh milyar lima ratus tiga juta
tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang terdiri
atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 1 1
(1)  Anggaran  Belanja  Transfer  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  d

direncanakan sebesar Rp.69.012.901.386,00 (Enam puluh sembilan milyar dua
belas juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah),
yang terdiri atas :
a. Belanja Bagi Hasil
b. Belanja Bantuan Keuangan

Rp                 835.817.486,00
Rp           68.177.083.900,00
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(2)  Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanak+an
sebesar Rp. 835.817.486,00 (Delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus
tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

(3)  Belanja  Bantuan  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b
direncanakan  sebesar  Rp.  68.177.083.900,00  (Enam  puluh  delapan  milyar
seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah).

Pea 12
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :
a.   Penerimaan pembiayaan Daerah                                 Rp          63.707.770.425,00
b.   Pengeluaran pembiayaan Daerah                                 RD           15.107.500.000.00

Pembiayaan Netto  Rp          48.600.270.425,00

Fhsal 13

( 1 )  Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12  huruf a  direncanakan  sebesar  Rp.  63.707.770.425,00  (Enam  puluh  tiga
milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua
puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah

Tahun sebelumnya (SiLPA)                                        Rp          63.707.770.425,00
(2)  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  Sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.  63.707.770.425,00
(Enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu
empat ratus dua puluh lima rupiah).

Part 14.

(1)  Anggaran   Pengeluaran  Pembiayaan  Daerah   sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  12  huruf  b  direncanakan  sebesar  Rp.   15.107.500.000,00  (Lima  belas
milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
a. Pembentukan Dana cadangan                               Rp            6.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp            9.107.500.000,00

(2)  Pembentukan  Dana Cadangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  hunrf a
direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).

(3)  Penyertaari  Modal  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  b
direncanakan  sebesar  Rp.  9.107.500.000,00  (Sembilan  milyar  seratus  tujuh
juta lima ratus ribu rupiah).

Fhsal 15
(1)  Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah

mengakibatkan teljadinya defisit sebesar Rp.48.600.270.425,00 (Empat puluh
delapan milyar enam ratus juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua
puluh lima rupiah).

(2)  Pembiayaan Netto yang merupakan  selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanahan sebesar Rp.48.600.270.425,00 (Empat
puluh delapan milyar enam ratus juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus
dua puluh lima rupiah).

Paed 16

(1)  Dalam  keadaan  darurat,  pemerintah  daerah  dapat  melakukan  pengeluaran
yang   belum   tersedia   anggarannya,   yang   selanjutnya   diusulkan   dalam
rancangan perubahan APBD.
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(2)  Keadaan  darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan  merupakan  kegiatan  normal  dari  aktivitas  pemerintah  daerah  dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan ted.adi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaLruh Pemerintah Daerah; dan
d. memiliki   dampak   yang   signifikan   terhadap   anggaran   dalam   rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)  Pendanaan  keadaan  danirat yang  belum  tersedia  anggarannya  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)  Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. menggunakan  dana  dari  hasil  penjadwalan  ulang  capaian  target  kineq.a
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran beljalan; dan/ atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)  Pengeluaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  termasuk  belanja  untuk

keperluan  mendesak  yang  kriterianya  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah
tentang APBD .

(6)  Kriteria  belanja  untuk  keperluan  mendesak  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (5) mencafup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam tahun ariggaran beljalan; dan
b. keperluan   mendesak  lainnya  yang  apabila  ditunda  akan   menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(7)  Penjadwalan ulang capaian target kinelja program dan kegiatan lainnya dalam

tahun   anggaran   berialan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (4)   huruf  a
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8)  Pendanaan  keadaan  darurat  untuk  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (2)   diformulasikan  terlebih  dahulu  dalam  RKA-SKPD,   kecuali  untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana.

(9)  Belanja  kebutuhan  tanggap  darurat  bencana  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

(10)Belanja  kebutuhan  tanggap  darurat  bencana  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana,
pertolongan  darurat,  evakuasi  korban  bencana,  kebutuhan  air  bersih  dan
sanitasi,  pangan,  sandang,  pelayanan  kesehatan  dan  penampungan,  tempat
hunian  sementara  serta  keperluan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan.

(11)Tata  cara  pelaksanaan,   penatausahaan,   dan   pertanggungjawaban   belanja
kebutuhan  tanggap  darurat  bencana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (10)
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Setelah  pernyataan  tanggap  damrat  bencana  oleh  kepala  daerah,  kepala

SKPD  yang  melaksanakan  fungsi  penanggulangan  bencana  mengajukan
Rencana Kebutuhan  Belanja  (RKB)  tanggap darurat bencana kepada PPKD
selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap damrat bencana kepada Kepala
SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat  1
(satu) hari kelja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU
dan  diserahkan  kepada bendahara pengeluaran  SKPD yang melaksanakan
fungsi penanggulangan bencana;

d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum
tersendiri  oleh  Bendahara  Pengeluaran  pada  SKPD  yang  melaksanakan
fungsi penanggulangan bencana;

e. Kepala    SKPD    yang    melaksanakan    fungsi    penanggulangan    bencana
bertanggung jawab  secara fisik dan  keuangan  terhadap  penggunaan  dana
tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
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f.  Pertanggungjawaban   atas   penggunaan   dana   tanggap   darurat   bencana
disanpaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana kepada PPKD  dengan  melampirkan  bukti-bukti  pengeluaran yang
sah dan lengkap atau surat pemyataan tanggung jawab belanja.

(12)Dalam  hal  keadaan  darurat  teriadi  setelah  ditetapkannya  perubahan  APBD,
pemerintah   daerah   dapat   melakukan   pengeluaran   yang   belum   tersedia
anggarannya,  dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.

(13) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) hanya berlaku dalam
keadaan teljadi bencana alam dan bencana non alam.

(14)Dasar   pengeluaran   untuk  kegiatan-kegiatan   sebagaimana  dimaksud   pada
ayat  (12)  diformulasikan  terlebih  dahulu  dalam  RKA-SKPD  untuk  dijadikan
dasar  pengesahan  DPA-SKPD   oleh  PPKD   setelah  memperoleh  persetujuan
Sekretaris Daerah.

(15) Pelaksanaan  pengeluaran  untuk  mendanai  kegiatan  dalam  keadaan  darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Daerah  ini,
terdiri dari:
a.   Lampiran I      Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.   Lampiranll     Ringkasan      APBD      yang      Diklasfikasi      Menurut      Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.   Lampiranlll   Rincian     APBD     menurut     Urusan     Pemerintahan     Daerah,

Organisasi,  Program,  Kegiatan,  Sub  Kegiatan,  Kelompok,  Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d.   Lampiran IV   Rekapitulasi  Belanja  menurut  Urusan  Pemerintahan  Daerah,
Organisasi,   Program   dan   Kegiatan   Beserta   Hasil   dan   Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;

e.   Lampiranv    Rekapitulasi     Belanja     Daerah     Untuk     Keselarasan     dan
Ketelpaduan  Urusan  Pemerintahan  Daerah  dan  FTingsi  dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f.    Lampiran vI   Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
9.   Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RIUMD dengan Rancangan APBD;
h.   Lampiran VIII Sinkronisasi  Program,  Kegiatan  dan  Sub  Kegiatan  pada  RKPD

dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.    Lampiran Ix   Sinkronisasi Program ELoritas Nasional dengan prioritas Daerah;
j.    Lalnpiran x    Daftar Jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
k.   Lampiran xI   Daftar piutang Daerah;
1.    Lampiran XII  Daftar penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
in.  Lampiran XIII Daftar   Perkiraan   Penambahan   dan   Pengurangan  Aset  Tetap

Daerah dan Aset Tefap Lainnya;
n.   Lampiran xI   Daftar Sub  Kegiatan Tahun Anggaran  Sebelumnya yang belum

diselesaikan  dan  dianggarkan  kembali  dalam  Tahun  Anggaran
yang direncanakan ;

o.   Lampiran XII  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
p.   Lalnpiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Paal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai landasan
Operasional pelaksanaan APBD.

X|



Paed 19

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukanara
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPATI SUKAMARA,

ttd

VINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal  29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAII
IIABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDy LrsMANA

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAII KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 02,115/2021

xii



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAII IIABUPATEN SUKAMARA
NOMOR  2  TAIIUN 2022

TENTAVG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEEN.A DABRAII
TAHUN ANGGARAN 2022

I.    UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
(APBD)   setiap  tahun  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  APBD  disusun
sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kemampuan
pendapatan   daerah   dengan    berpedoman   kepada   RKPD    dalam   rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai fungsi otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi serta ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Dalam  penyusunan  APBD  Tahun  Anggaran  2022  Pemerintah  Daerah
tetap konsisten memenuhi empat anggaran mandatori utama yaitu pendidikan,
kesehatan,  anggaran  dana  desa,  dan  belarija  dana  transfer  umum  untuk
pemulihan ekonomi.

Selain itu, mengingat Tahun 2022 masih dalam nasa pandemi COVID-19,
dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah juga tetap
mengalokasikan  anggaran  yang  memadai  untuk  penanganan  pandemi  Vz."s
Corioria, terutama dukungan dalam pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat.

11.  PASAL DEMI PASAI

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
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Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 1 1
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
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